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ABSTRAK
Supriyanto. 2010. Analisis Penerapan One Stop Service Pada Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen. Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. St. Sunato, M.Si. Pembimbing II Amin Pujiati SE,M.Si
Kata kunci :  Pelayanan Publik, One Stop Service, Badan Perizinan Terpadu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Uji Beda Dua Mean
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Sragen yang dihitung dengan menggunakan  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan sampel sebanyak 150 responden yang diambil berdasarkan cluster random sampling. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, jumlah industri, penerimaan pajak dan retribusi sebelum dan sesudah adanya penerapan One Stop Service di Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen dengan menggunakan alat analisis uji beda dua mean dengan tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian ini menunjukan kualitas pelayanan publik di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Sragen berada pada kategori memuaskan dengan nilai interval koversi 80,30. Sementara hipotesis kedua yang menyatakan adanya perbedaan nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, jumlah industri, dan penerimaan pajak dan retribusi sesudah diterapkanya One Stop Service di Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen teruji kebenaranya dan terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah diterapkanya One Stop Service di Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang perlu disampaikan antara lain : pertama, Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemohon perizinan terutama pada unsur kedisiplinan  petugas pelayanan dan meninjau kembali kewajaran biaya pelayanan karena dua unsur tersebut mendapatkan penilaian yang rendah dari masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada unsur kelengkapan informasi, Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen dapat membuat brosur ataupun leaflet yang dibagikan kepada pemohon perizinan agar pemohon ijin lebih mengetahui jenis perizinan dan syarat apa saja yang diperlukan dalam mengurus perizinan tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada unsur kewajaran biaya, Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen harus meninjau kembali kewajaran biaya sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

























































































